
Universitas Indonesia Library >> UI - Skripsi Membership
 
Identifikasi Kerugian BUMN Akibat Risiko Bisnis dan Kerugian
BUMN Yang Menyebabkan Terjadinya Kerugian Negara Serta
Implikasinya Terhadap Direksi BUMN = Identification of SOE Losses
Due to Business Risks and SOE Losses That Cause State Losses and Its
Implications for SOE Directors
Marcel Raharja, author
Deskripsi Lengkap: https://lib.ui.ac.id/detail?id=20523820&lokasi=lokal 
------------------------------------------------------------------------------------------
Abstrak
 

Dalam UU No 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (“BUMN”), disebutkan bahwa BUMN

Persero tunduk pada UU Perseroan Terbatas, sehingga hal-hal yang terkait dengan BUMN ini dianggap

sama dengan perseroan lainnya, termasuk tanggung jawab dari Direksinya. Akan tetapi, yang terjadi di

Indonesia, ketika BUMN mengalami kerugian, sering dianggap merugikan negara juga. Padahal tujuan

utama BUMN Persero adalah memperoleh keuntungan, dimana dalam menjalankan usaha untuk mengejar

keuntungan sangat dimungkinkan untuk mengalami kerugian sebagai risiko dalam menjalankan usaha.

Akibat dari kerugian BUMN yang dianggap merugikan negara adalah terhadap bentuk pertanggungjawaban

dari Direksi BUMN. Oleh sebab itu, terdapat dua rumusan masalah yang ditemukan, yaitu kerugian negara

dalam BUMN dan bentuk pertanggungjawaban direksi BUMN atas kerugian yang terjadi dalam pengelolaan

BUMN. Penelitian ini mengkhususkan pembahasan mengenai status hukum dari BUMN, hubungan dari

kerugian BUMN Persero dengan Kerugian Negara serta bentuk pertanggungjawaban direksi BUMN.

Penelitian ini berbentuk yuridis- normatif, dengan tipe deskriptif. Simpulan yang didapat dari penelitian ini

adalah bahwa kerugian yang terjadi dalam pengelolaan BUMN tidak selalu menjadi kerugian negara.

Seluruh keputusan yang diambil oleh direksi BUMN secara melawan hukum dan menyebabkan kerugian

BUMN, merupakan suatu kerugian negara. Sementara kerugian BUMN akibat risiko bisnis terjadi apabila

tidak ada perbuatan melawan hukum oleh direksi. Direksi tidak bisa dipertanggungjawabkan atas kerugian

perseroan apabila dapat membuktikan bahwa direksi tersebut sudah melakukan tugasnya sesuai dengan

prosedur yang ada, serta dalam pengambilan keputusan, direksi tersebut melakukannya dengan itikad baik

dan kehati-hatian.

......In Law No. 19 of 2003 concerning Badan Usaha Milik Negara ("BUMN") or State- Owned Enterprises,

it is stated that State-Owned Enterprises (SOE) are subject to the Limited Liability Company Law, so that

matters related to SOE are considered the same as other companies, including the responsibilities of the

Board of Directors. However, what happens in Indonesia, when SOEs suffer losses, are often considered to

be detrimental to the state as well. Whereas the main goal of SOE Persero is to make a profit, where in

running a business to pursue profits it is very possible to experience losses as a risk in running a business.

The consequences of SOE losses which are considered detrimental to the state are the form of accountability

of the SOE Directors. Therefore, there are two formulations of the problems found, namely state losses in

SOE and the form of accountability of SOE directors for losses that occur in the management of SOE. This

study specializes in discussing the legal status of SOE, the relationship between SOE losses and State losses

and the form of accountability of SOE directors. This research is in the form of juridical-normative, with

descriptive type. The conclusion from this research is that the losses that occur in the management of SOEs

are not always state losses. All decisions taken by SOE directors are against the law and cause SOE losses,
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are a state loss. Meanwhile, SOE losses due to business risks occur if there is no unlawful act by the board

of directors. The Board of Directors cannot be held responsible for the company's losses if they can prove

that the directors have carried out their duties in accordance with existing procedures, and in making

decisions, the directors do so in good faith and with prudence.


